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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap administrative costs pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung sudah termasuk baik, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. Artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, yang meliputi restrukturisasi organisasi, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, serta pelaksanaan good governance secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Biaya-biaya  yang dikeluarkan kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kota Bandung untuk membiayai kegiatan mengadministrasikan pajak secara rata-rata sebesar Rp 94,581 untuk setiap wajib pajak. Tertinggi biaya administrasi dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak Bandung Cicadas yaitu sebesar Rp 112,861 untuk setiap wajib pajak. Terendah biaya administrasi dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak Bandung Karees yaitu sebesar Rp 57,381 untuk setiap wajib pajak.

3. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Kota Bandung berpengaruh signifikan terhadap  administrative cost, dengan arah hubungan negatif. Artinya semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan menurunkan administrative cost. Sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan meningkatkan administrative cost. Sebesar 78,8% perubahan pada administrative cost bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan sistem modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia yang masih kurang baik maka Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan competency mapping agar efektifitas dan akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia dapat lebih baik.
2. Pelaksanaan good governance Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung sudah cukup baik, maka Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan pengawasan internal sehingga kode etik pegawai lebih tegas dan konsisten serta implementasi dan evaluasi dalam program modernisasi dapat berhasil sehingga tujuan perpajakan dapat tercapai.  
3. Sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan dengan baik diharapkan lebih ditingkatkan lagi agar biaya yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat semakin berkurang.
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